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Mengingat

BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR 1¢ TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu
adanya perencanaan pembangunan setiap tahunnya
yang merupakan penjabaran dari  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

bahwa sistem perencanaan pembangunan
sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 merupakan kebijakan dan program yang
dilaksanakan baik di tingkat nasional maupun
daerah yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi
dari perangkat daerah;

bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut
diatas, maka agar arah kebijakan pembangunan
daerah sesuai dengan rencana, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Lampung Timur Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 (entang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat I[I Way
Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat Il Lampung Timur
dan Kotamadya Daerah Tingkat [ Metro (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3825);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474 1);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor
19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun
2007 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor
21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Dacrah, Sekretariat DPRD dan
Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Timur Tahun 2007 Nomor 21J;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor
22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 21),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
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dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur
Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 19},

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor
23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur
Nomor 20 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 20);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor
10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung
Timur Tahun  2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor
4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun
2012 Nomor 04);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan, Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Dacrah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Dacrah,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LAMPUNG

TIMUR TAHUN 2016
BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
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Bupati adalah Bupati Lampung Timur.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung
Timur yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur yang
memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20
(dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun
2025.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah Dokumen Tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lampung Timur yang memuat rancangan kerangka ckonomi
daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kecrja dan
pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan
kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kebjjakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Lampung Timur Tahun
Anggaran 2015 yang memuat proyeksi pendapatan daerah, alokasi
belanja daerah, sumber penggunaan pembiayaan disertai asumsi yang
mendasarinya antara lain perkembangan eckonomi makro dan pokok-
pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang seclanjutnya disingkat
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang akan diberikan kepada SKPD untuk setiap program
sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan
DPRD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya vyang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. :

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

RKPD Kabupaten Lampung Timur sebagai dokumen tahunan
perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur yang
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan
pendanaannya serta prakiraannya dengan mempertimbangkan kerangka
pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber- sumber lain vang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. :



(2) RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan pedoman bagi:

a. Satuan Kerja Perangkét Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2016;

b. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun Anggaran 2016.
Pasal 3

RKPD Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung
Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 2% Mey 2015

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 23 Wet 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Wa@__

ALMATURIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR %




